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Mentmbang :a. bahwa untuk metaksanakan kerentuan Peraturan Mentcri
Dalaro Negeri Nomor 32 Tabun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan SosiaJ yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah eebagatmana telah
diu bah dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 20)8 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Mente'; Dalam Nege,; Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dan Anggaran E'endapatan dan Belanja Daerah
maka perlu disusun Peraturan Lingkup Pemerintah Kala Bima
sebagai pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosia! ;

b. bahwa Peraturan Walikota Bima Noroor 64 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan SosiaJ yang
Bersumber da,; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sudah tidak sesuat lagi dengan keteatuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapxan Peraturan

WaJikota tentang Prooman Pemberian Hibah dan Bantuan
SosiaJ yang Beraumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Di Kota Bima;

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

PER<\TURANWALIKOTA BIMA

NOMOR 4 TAHUN 2021
Tr;:NTANO

PEDOMAN PEMBERJAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YAItO BERSUMBr;:R
DARI ANGGARAN PENOAPATAN DAN BEi.ANJA DAr;:RAH 01 KOTA BIMA
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Republik Indonesia Nomor 5887) sebagalmana telah cliubah
dengan Peratul'8.O Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang
Perubahan alas Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nornor 187. Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 64021

Negara Republik Indonesia
Tambahan L.embaran Negara2016 Nornor 114.Tahuo

PerangkaL Daerah (Lembaran

Mengingat : I. Undang-Undnng Nomor 25 Tabun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia NomOI'3502);

2. undang-undeng Nomor J 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Bima di PI'Ovinsi Nusa Tenggara SaJ'Rl [Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 26. Tambahan
Lembaran Ne~ra Republik Indonesia Nomor 4188);

3. Undang-Undang Nomor )2 Tahun 20 II tentang Pembentukan
Peraruran Perundang-undangan (Lembaran Negam Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tarnbahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia N'omor 5234) sebagaimana telah cliubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 lentang
Perubaban ALB. Undang-Undang Nomar )2 Tahun 2011
WHang Pemhentukan Peraruran Perundang-undangan

(Lemharan N~ra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183.
Tambahan Lembaran Negera Republik Indone,"" Nomor 6398);

4. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagairnana telab diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 ten tang Cipta
Kerja (L.embaran Negaea Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245. Tambahan L.embaran Ne~rs Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor S. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

6. Perat:uran Pemerintah Nomor 18 T..hun 2016 tentang



Menelapkan: PERATURAN WAI..IKOTA TENTANO I'EOOMAN PEMBERIAN

RIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANO BERSIJMBER DARI

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OAERAH 01 KOTA

SIMA.

MEMUTUSK.~N:

7. Peraruran PcmerinUlh Nemor 12 Tahun 2019 tentang

Pcngelolruu> Keuangan Daerah (I..emberan Negare Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Trunbahan Lemberan

NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pcdoman Pernbedan Hibah dan Bantuan S09i.1 yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
[Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450).

sebagaimana tetah diubah beberapa kah terakhir dengan

Peraruran Menteli Dalam Negen Nomor 123 Tabun 2018

tenlang Perubahan Keempa! atas Peraturan Menteli OaJam

Negeri NomoI' 32 Tabun 2011 tcntang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantunn Soola] yang Bersurnber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daenab (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor IS);

9. Peraturan Menlen DaJam Negen Nomor 80 Tabun 2015

tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah (Benta Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubnh dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 20]8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negcri Nomor 80 Tabun 20 I5 ten tang Pembenrukan

Produk Hukum Dacrab (Berila Negara Republik Indonesia

Tabun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteli SosiaJ Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Bantuan Soola] Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok

Usaha Bereama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);



Dalam Peraruran Walikota fnf yang dimaksud dengan:

1. Daerah adatah Kola Bimn.
2. Pemerin tah Daerah adalah Walikota sebagai unsu r penyelenggara

Pemenntahan Daerah yang memimpin pe:Jaksanaan urusan pernerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Wallkola KOla Bima.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang a.lonjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerab Kola Bfma.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kcwajiban daerah dalam rangka
penyetenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dfnilai dengan uang
terrnasuk didalamnya segal" benruk kekayaan yang berhubungan dengan
hak don kewajiban daerah terse but.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjulnya dfsingkat APBD
adalah reneana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang setanjutnya disingkat PPKD adalsh

Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengeJoIaan APBD dan benindak sebagai bendahara umum
daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjumya disingkat SKPKD
adalah Perangkat Daerah pads Pemerintah Daerah yang rnetaksanakan
pengelolaan APBD.

9. Perangkat Daerah yang oeIanjutnya disingkat PO adalah Perangkat Daerah

KOla B,ma selaku Pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemertntah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah

tin, yang dibentuk dengan J<eputusan WaLikota dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mernpunyai Iugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggolanya terdiri dari

pejabal perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l



Ruang lingleup Peraturan Walikol8 ini meliputi penganggnran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban serta monitoring dan
evaluasi dan verifikasi pembenan hibah dan banruan 8O$lal yang bersumber dan
APBD.

Pn.al2

II. Rencana Kerja dan Anw""n P"rangkat Daerah yang selanjumya disingkat
RKA·PD adalah doleumen pereneanaan dan penganggaran yang berisi

program, kegiatan dan anggaraan perangkat daaerah.
12. Ookumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Oaerah yang selanjutnya

distngkat DPA·PD adalah dokurnen yang memuai pcndapatan dan belanja
setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelakeanean oJeh
pengguna anggarao.

13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jaM dati pernerintah daerah

kepada pemerinrah PUS81atau pemerintah daerah lain. Badan Usaha Milik
Negara/Badan Uaaha MiJik Daerah, Badan, Lernbaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, beraitat, adak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara rerua menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

14. Bantuan sosial adaJah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga. kelompok danj'atau

masyarakat yang sifamya udak secara terus meneruo dan selektif yang
bertujuan untuk mehndungi dati kemungldnan terjadrnya restko sosiaJ.

1S. Resiko sosial adaJah kejadian atau peristiwa yang dapat menintbulkan

potensi terjadinya kerentanan sosial yang dlianggung oleh individu,
ketuarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis scslal,

krieta ekonomi, krisis politik, rcnomena aJarn dan bencana alam yang jika

tidak diberikan belanja bantu an sosial akan semaldn terpuruk dan tidak
dapal hJdup dalam kondlSl wajar.

16 Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya dislOgkat NPHD adelah
na.kah perjanjian hibah yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah an tara pemerintah daerah dengan penerima bibab.



penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluao mendesak
sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) ditentukan taln oleh peraturao perundang-undangan antara lain:

I. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)Kota Bima;
2. Penguru s Oaerah NobdlatuJ Wathan (PONW)Kola Bima;
3. lkatan Mahaslswa Kota Bima [lmkooi];

4. Komite Olabraga Na8ionallndonesia (KONI)Kota 8ima;

mendukung

(1) Pernerintah Daerah dapai memberikan Hibah kepada :

fl. pemerintah pusat;
b. pemerinrah daerah lain nya;

c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah: danj'atau
d. badan, Iembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang bcrbadan hukum

Indonesia.
(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (II dilaku1<an setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan WOIiibdan belanja urusan
pUihan.

(3) Pembcrian Hibah sebagalmana dimaksud pada ayat (I) ditujukan untuk

menunjang pencapaian sasaran program dan kegintan Pernerintah Daerah
dengan memperhatikan 81188 keadilan, kepatutan, ro.ionalita s, dan manfaat
untuk masyarakat,

(4) Pemberian Hibah sobagatmana dimaksud pada ayat (I) memenuhi kriteria

paling sedikit:
a. perunrukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersltat tidak wajib, tidak mengikat, dan:
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

I) kepada pemerintah pusai dalam rangka

BASD
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Hibah sebagaimana dimaksud datam PasaJ 2 dapat berupa uang, bamng,
atau jasa.

(2) Bantuan sosia! sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2 dapat berupa uang
atau barang.

PasaJ 3



". Foreign Language Institute (FU) KOla Bima;
6. Palang M~",h Indonesia [PMl) KOla Bima;

7. Korps Pegawni R<pubUk Indonesia (Korpri) KOla Sima.:

8. Lembaga Senl Qasldall Indonesia (LASQII KOla Blma:

9. Majelis Taklirn Uswatun Hasanah Kota Blma:

10. Kwartir Cabang Praja Muda Karana (Kwarcab Pramuka) Kota

Sima;

II. Himpunan Maha.oiaw8 lelam (HMI) Cabang Bima;

12.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Ke~ahleraan Keluarga (TP
PKJ<) KOla Sima:

13. Dewan Pendidikan Kota Sima;

14. Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD periode 2019-2024
15. Badan Ketja Sam9 Pelayanan Jaminan Keseharan:
16. Badan Wakaf Indonesia (BWl) KOla Bima;

17. Badan Eksekutif Mahasiswa IBEM);

18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (SPJS) Cabang Sima;

19.Yayasan Kartikasari SLB Dharma wanita KOla Sima;

20. Pengurus Daerah Nahdlarul Ulama (PDNU) Kota Bima;

21. MajeUs Ula.ma Indonesia (MUI) Kota Bima;

22. Pengurus Daerah Muhammadiyah Bima;

23. Dewan Kcrajlnan Nasional Daerah (Dekranasda) Kala Bima;

24. Persatuan Ouru RepubUk Indonesia (PORI) Kots Sima;

25. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kots Bima;

26. Lembaga Pemb<rdayaan Masyarakat (LPM) KOla Bima;

27. Pos Bantuan Hukum Ad''0C8t lndcneera (Posbakumadin) Sima;

28. Radio Antsr Penduduk Indonesia (RAPI) K018 Sima:

29. Gabungan OrganJsasi Wani,a (OOW) KOlA Bima;

30. Dharma wanita Persatuao Kota Bima;

31. lkalan Bidan Indonesia (IBI) Kots Sima;

32. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) KOIQBima;
33. Badan Amil Zak8t N8sional (Baznas) KOt8 Bima;

34. Dewan M•• jid Indonesia (DMl) Kota Sima;

35. Ikatan Mall8siswa Muhammadiyah (IMM) Sima;

36. Badan Kontak Majelis l'akIim Bima;

37. Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Bima:

38.0erakan Pemuda Anoor Kota Bim a;



(II Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 ayat
(I) huruf a diberikan kepada satuan keria dan kementerian/lembaga

pemerintah non kemeruerian yang wilayah keJjanya berada dalam daerab

Kota Bima termasuk Kepada Kodim, Polres dan Kejaksaan Negeri.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerab lainnya sebagaimana dirnaksud daJam

Pasal 4 ayat (1) hu ruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil

pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang­

undangan.
(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayai (1) huruf c diberikan daiam rangka untuk rneningkatkan

pelayanan kepada rnasyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.
(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah

yang diterima Pemerintah Daerah dati pemerintah pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud daJam Pasal 4
ayat (I) huruf d diberikan kepada:

a. badan dan lembaga yang bersffat nirtaba, sukarela dan sosial yang

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki

surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota mela!ui badan

kesatuan bangsa dan politik;

Pasal5

kernasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

danpembangunanpernerintahan ,fungsiterselenggaranya

d. memberikan nila; manfaat bag; Pemerintah Daerab daJam mendukung

39. Forum Pengurangan Risiko Bcncana (I'PRB) Kota Bima;

40. Pergerakan Mahasiswa Islam tndonesia (PMU)Cabang Bima;
41. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Satria Bima;

42. Part;isipasi Publik PUSPAMAJA LJ\BO DAHU Kota Bima;

43. Sarana Ibadah yang kalau tidak dibantu, belum dapat dipakai

untuk melaksanakan iba.dah.



(l) Hibah kepada baden dan lembaga sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 5
ayat (5) diberikan dcngan persyeratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan di deerah dornisili;
b. memitiki keterangan domisili dan lurah seteropat atau sebutan lainnya;

dan
c. berkedudukan datam wijayah administrasi Pernerintah Daerah dan/atau

badan dan lembaga yang berkedudukan eli luar wilayah administraai
l'emerintab Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran

program dan kegiatan Pemerintab Daerab pemberi Hibah.
(2) Hibah kepada organiaasi kemasyarakatan sebagaimana dirnaksud daJam

Pasal 5 ayat (6)diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintab Daerah yang

bersangkutan: dan
c. memiliki sekretariat tetap.

Pasal 6

c. badan dan Iembaga nirlaba, sukarela bersifat sostal kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/ kesatuan rnasyarakat hukum adat

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat,
dan keberadaannyadiakui oteh Pemerlntah Daerah melalui pengesahan

atau penetapan dan kepala satuan kerja perangkat daerah terkail sesuai

dengan kewenangannya; dan
d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundangundangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah sesuai dengan .kewenangannya,
(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

sebagaimana dimaksud daJam Pasal 4 ayar (1 J huruf d diberikan kcpada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukurn yayasan atau organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah
mendapatkan pengesahan badan bukum dan kementerian yang
membldangi urusan hukum dan hak asasi manusia scsuat dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



(II Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain. B4dan Usaha Millk Negara atau

&dan Usaha Milik Oaerah, badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan aebagaimana dimaksud daJam Paoal 4 ayat (I)
menyampaikan usulan hibah secara tertulls kcpada WaJikota.

(2) IVnlikota rnenunjuk PD terkait untuk melakukan evafuasi,verifikasi dan
rekcmendasi terhadap usulan sebagatmana dimaksud pada ayat (1).

(3) PO tcrkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

Bagian KeduB
Penganggaran

Pasal9

(t) Pemberian bantuan keuangan kepada partaI polltik dianggarkan dalam

belanja Hibah dun diberikan setiap tnhun anggaran.
(2) Pemberian banruan keuangan kepada partai politik yang dianggarkan daJam

belanja Hibah, tidak dituangkan dalam Na.knh Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD).

Pasal8

III !'emerintah Daerah dapat memberi Hibah kepada Unit Kerja Kementerian

Dalam Negen yang membidangi urusan Pemerintah di bidang Administrasi
Kependudukan untuk penyediaan Kanu Tanda Penduduk Elekuonik.

(21 Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimena dimaksud pada ayat (II. ridak
boleh tumpang tindih pendanaannya dengan Anggamn Pendapatan dan
Belanja Negara ses uai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dimaknai penyediaan
sellal) keping blangko kartu tanda pend uduk elektronlk tidak didanai dan 2
[dua) surnber dana yaitu APBD dan Ansgaran pendapatan dan Belanja
Negara.

(41 Hibah sebagalmana dimaksud pada ayat (I), hanya dapat diberikan I(saml

kali dalam tahun berkenaan.

Pasal7



b. olnas Sosial melaku kan evaluasi, verifikasi dan rekornendasi di bidang
sosial, kemasyarakatan dan kelompok masyarakat antara lain
masyarakat tidak mampu, Panti Asuhan, Panti Jompo, anak terlantar,

fakir misktn, Lanjut Usia, cacai Fisik, SLB, Orsos, ).,vRl,Lerobags sosiat
serta bidang tugs. lain yang sejents:

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi. verifikasi dan
rekomendasi di bidang pendidikan dan kebudayaan, aruara lain PAUD.
PKBM.. Dewan pendidikan, PORI, FLI, FOPSI, Himpaudi, sanggar,
Organisasi Pelajar dan mahasiswa, Guru, Organisasi yang bergerak di
bidang pendidikan dan kebudayaan serta bidang tugas lain yang sejenis;

d. Dinas Pariwisata, Pemu.da dan Olahraga melakukan evaluasi, verifikasi
dan rekomendasi di bidang Pariwisata, Pemuda dan OJahraga, antara
lain KONJ, KNPI, sampela rnbojo, dewan kesenian, Mahasls\va Pecinta

Alam, Perguruan bela dirij'pencak silat, Organisas ; yang bergerak di
bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta bidang tugas lain yang
seierus,

a. Sekretariat Daerah
1. Bagian Kesejahterean Rakyat melakukart evaluasi, verifikasi dan

rekomendasi di bidang keagamaarr, kemasyarakatan dan kelompok

masyarakar antara lain Masjid/muoholla, Pondok Pesantren,
organisasi keagamaan(MU1, BAZNAS, BWI, oMI, Majelis Taklirn],
kegiatao keagamaan, BNNK, BKPRMI, bantuan pendidikan,
Perguruan Tinggi, BEM STlH, BEM STISIP, Nahdlatul Ulama,
NahdJatul Wathan, Lasqi, FKGK, IMKOSI, PM KOSI, KMKB serta

bidang tugas lain yang sejenis;
2. 8agian Hukum melakukan evaluasi, verifikasi dan rekornendasi di

bidang Hukum, antara lain lembaga bantuan bukum serta bidang
tugas lain yang sejenis;

3. Bagian Ekonomi melakukao evaluasi, verlfikasi dan rek.omendasi di
bidang ekonomi, antam lain masyarakae ekonomi syariah,
penyertaan modal serta bidang tugas lain yang sejenis; dan

4. Bagian Administrasi Pemerintaban melakukan evaluaei, veriflkasi
dan rekomendasi di bidang Pemerintahan, antara lain ternbaga

Pemberdayaan Masyarakat serta bidang tugas lain yang eejenis:



e. Dina. Koperasi, Perindustriao dan Perdagangan melakukan evaluasi,
verifikaai dan rekomendasi di bidang Koperasl, Perindustrian dan

Perdagangan, antara lain Dekranasda, Kadin, UKM, Dekcpmda, Usaha
Bakulan, Usaha Kain dan tenun, Bantuan usaha, Organisasi yang

bergerak di bidang Koperasi. Perindustrian dan Perdagangan serta
bidang rugae lain yang sejenis;

f. Dinas Peru mahan dan Kawasan Pennukiman melakukan evaluasi,
vertfikasi dan rekomendasl di bidang Perumahan dan pernukiman,

antara lain bantuan swadaya rumah, rumah tidak layak buni dan
Organisasi yang bergerak di bidang Peru mahan dan pemukirnan, serta

bidang tugas lain yang sejenis:
g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

melakukan evaniasl. verifikasi dan rekomendasi di bidang Kepega,waian
dan Sumber Daya manusia, antara lain KORPRI, PWRI, Organisasi yang
bergerak di bidang kepega,waian dan SDM, serta bidang tugas lain yang

sejenis;
h. Dinas Pernberdayaan Perempuan dan Perlindunga,n Anak melakukao

evaluast, verifikasi dan rekomendasi di bidang pernberdayaan

perernpuan dan perlindungan anak, arnara lain LPA, Forum Puspa Maja
Labo Dahu, PKK, OOW, Dharma Wanita, Organisasi yang bergerak di

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang
tugas lain yang sejenis;

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politi. melaku kan evaluasi, verifikasi dan
rekomendasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain Partai

Politik, Badan/Lembaga, Maayarakat, Orgaoisasi Masyarakat, Organisasi
pemuda, lnstansi Vertikal, Muhammadiyah, HMI, PP Polri, PMlI, !MM,
Wahdah lslamiyah. Organisasi berbentuk yayasan, Muslimat NU,

Muslimat NW, Badan Musyawarah Mas)'arakat Bima,
Komunitas/forum/gerakan, PWRI dan organisasi yang bergerak di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta bidang tugas lain yang

sejenis;
J. Dina. Pertanian melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi di

bidang pertanian dan petemakan, antara lain Kelompok Tani, HKTI,

Usaha Temak Unggas, Usaha Pertanian, Organisasi yang bergerak di
bidang pertanian dan peternakan, serta bidang tugas lain yang sejenis;



(1) Rekomendasi kepala PO dan pertimbangan TAPO sebagaimana dimaksud

dalam PasaJ 9 ayat (4) dan avat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi
anggaran hibah daJam rancangan KUAdan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada a,yat (1).
meupun anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau j8811.

Pasal 10

k. Dinas Pe:rhubungan melakuken evaluasi, verifikasl dan rekomendasi di
bidang Angkutan Darat, Angkutan Laut dan Angkutan Udara, antara
lain Organda, perkumpulan Angkutan Kota, Orgnni"".8iyang bergerak di

bidang perhubungnn, eerta bidang tugas lain yang sejenls;
1. Dina. Komunikasl, lnformatika dan Statistik melakukan evaluasi,

verifikasi dan rekomendasi di bidang Komunlkasi, Informatika dan

staustik, antara Jain Orari, Rapi, RRI, PWI,Organlsasi yang bergerak di
bidang Komunikaai, Informatika dan statistik Berta bidang rugas lain
yang sejenis;

m, Badan Penanggulangan Bencana Oaemh meJakukan evaluasi, verifikasi
dan rekomendasi di bidang keoencanaan, antara lain Porum

Pengurangan Resiko Bcncana, Pemuda Tangguh Tanggap Bencana, Tim
Siaga Beneana Kelurahan, Organisasi yang bergerak di bidang
kebencanaan, serta bidang tugas lain yang sejenis:

n, Dina. Kelautan dan Perikanan melakukan ovalu"i, verir.kasi dan
rekomendasi di bidang perikanan dan kelautan an tara Jain Nelayan
miskin, usaha budidaya ikan, rumah produkai hasil taut, usaha
perkapalan dan Organisasi yang bergerak di b.dang Perikanan dan

keJautan serta bidang lUgaSlain yang sejenis;dan
o. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi, ve,rifikasi dan rekomendasi di

bidang Kesehatan antara lain 8SI\IO,101,IBI, PPNI. PMI, BKSPJK, BPJS,
pengobatan masyarakat udak mampu dan Organi"".! yang bergerak di

bidang Kesehatan serta bidang tugas lain yang "jenis.
('I) Kopala PO terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan basil

evaluast dan veriflkasl berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPO.

(5) TAPDmemberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemarnpuan keuangan daerah.



(II PeJaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan
DPA-PD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahann

Pasal 1~

\VaUkota mencantumkan dallar nama penerima. alamat penerima dan
besaran hibah tercanrum dalam Lampiran I Peraturan Wa!ikola ini, sebagai
bagian yang tidak rerpisahkan dari Peraturan Walikols ini,

Pasal 13

(11 Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimakoud daJam Pasal

II ayat (II dlanggarkan dalam keJompok beJanja langsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam
jenis belanja uang, barons dan Jo.$O.obyek belanja hlbah uang, barang atau
Ja$O dan rincian obyek belanja hibah uang, barang atau Ja$O yang
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakai pads PD.

(2) Obyek beJanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (II meJiputi:
8. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lamnya;
c. badan usaha mUik negara atau badan usaha milik daerah: danj'atau
d. badan, Jembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

lndonesia.

Pasal 12

(II Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalarn RKA-PD.
(21 RKA-PDsebagaimana dimaksud pada ayat (II menjadi dasar penganggaran

hibah dalam APBDsesual peraturan perundang-undangan.

Pasal j j



(I) Pemerintah PU581, pemerintah daerab lain, Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, e<:rta crganisaei
kemasyarakatan dan ma.yamat Kota Bima menyampaikan permohonan
pencairan secara tertulls kcpada \Valikola dengan melampirkan dokumen
pendukung antara Jain:
(I) Sura, Permohonan Pencalran Dana;
(2) Proposal;

Pasal 16

II) Walikota menetapkan daftar penenma hibah beserta besarnn uang atau jenis
barang atau jasa yang akan dihibabkan dengan Keputusan Wa!ikOta

berdasarkan peraruran daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota
tentang penjabaran APSD.

(2) Daftar pencnma hibah sebagaimanadimaksud pada ayat (I) menjadi dasar
penyaiuranjpenyerahan hibah.

(3) Penyaiuranjpenyemhan hibab dari pemerintah daerah kepada penerirna
hlbah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketcntuan peraruran

perundang-undangan.

Pasal 15

(2) Seuap pemberian hibah diruangkan dalam NPHD yang ditandatangani

bersama oleb Waliko!a dan penerima bibah sebagaunana tereantum dalam

lampiran II Peraturan Walikota ini.
(31 NPHD sebagaunana dimaksud pada ayat (11 paling sedikit memuat

ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaranj'rmcian penggunaan hibab yang akan diterima:
d. hak dan kewajiban;
e. tara eara penyaluran/penyeraban hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibab.

(4) Walikota dapar menunjuk pejabat yang dlberi wewenang untuk
menandatangani NPHD dengan Keputusan Walikota,



(I) Penertma Hibah dapat rnengajukan pennohonan Perubahan Rencana
Penggunaan Uang Kepllda lValikota Akibat adanya perubahan harga dan
kebijakan pemerintah.

(2) Walikol:a dapat menyeuuui/tidak menyetujui pennohonan Perubahan
Roncana Penggunaan Uang yang dil\iu.kan oleh pen.rima Hibah.

(3) Sebelum Surar permohonan Perubahan Reneana Penggunaan Uang
dlsetujui walikota. Penerima hibab tidak dapat melakukan belanja
berdasarkan Rencana penggunaan uang yang baru,

PasaI 17

(3) Rencana Penggunaan Uang CRPU);

I'll Surat Kepurusen Pembentukan Pengurus Badan, Lembaga dan

Organisasi;

151 Keterangan Tel'daftar pada Badan Kesatuan Banson dan Politik:

(6) KeteranganOomisili di Kelurahan;
(71 FOIOCOPYRekening;
(8) ForoeopyKTP;dan
(9) Fotoeopy NPWP.

(2) Kepala Daerah menerima permobonan pencairan hibah dan mendisposisi
pennohonan pencalran hibah kepada PO 'Teknie lerkait.

(3) Staf PO Teknis menerima sural permohonan pencairan dana hibah untuk
dicatat dan diregister pada Buku Surat Masuk proposal dan didisposisi oleh
S.kretarls PO teknis.

(4) Surat permohonan pencniran yang telab didisposisl Sekretaris PO Teknis
diajulron kepada Kepala PO teknis untuk mendapal pcrsetujuan pencairan

Dana Hibah.
(5) Sural Permohonan pencairan yang telah mendapat persetujuan Kepala PO

Teknis akan diteruskan kepada Bendabara PO Teknis untuk dibuatkan
Naskah Perjanjian Hibab Duerah.

(61 Naskah Perjanjian Hibah Daerab yang telah ditandatangani oleh Kepala

Oaerah rnenjadi dasar Bendahara PPKO Untuk membuat SPP/SPM untuk
PTOseS pencairan LS ke Rekcning Pemerintah PU98!, pemerintah daerah
Ialn, Badan Usaha Milik Ne(!l1r8atau Badan Usaha MilD< Daerah, badan dan

lembaga, SO"" organi98S1kemasyarakatan dan masyarakal KOlaBima.



(1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas

penggunaan hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah sesuai tercantum dalam Lempiran 1I1

Peraturan Walikota ini:
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang

diterima telab digunakan sesuat NPHD; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan

perundang-undangan bagi penerima h.ibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima h.ibah berupa barangjjasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, buruf b

dan hu ruf c disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan
-Januari tabun anggaran berikutnya. kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungiawaban sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan
dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal20

Pertanggungjawaban PO atas pernberian hibah meliputi:

a. usulan dari eaten penerima hibah kepada Walikota;
b. keputusan Walikota (entang penetapan daftar penerima hibah:

c. NPHD;
d. pakta integritas dan penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. Sural Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 19

(1t Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyarnpaikan laporan

penggunaan hibah kepada WaJikota melalui PO terkait.
(2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja

hibah pad ...POdaJam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasat 18



(I) Anggota/kelompok masyarakat sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat

(11melipud:
a. individu, keluarga, danj'atau masyarakat yang mengalami keadaan yang

tidak stabil sebagai akibat dati krisis sosial, ekonomi, politik, bencana,
atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang

lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat dati kemungkinan terjadinya resiko sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang kepada individu darr/atau keluarga
sebagaimana dimaksud daJam Pasal 22 huruf a. terdiri atas bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapal

direncanakan sebelumnya.
(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dialokasikan kepada individu dan/atau keJuarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

Pasal 23

(1) Pemetintah daerah dapat membetikan bantuan sosial kepada
aoggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberiao bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (11dilakukao
setelah memprioIitaskan pemenuhan beianja urusan wajib dan urusan

pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan
manfaat unruk masyarakat,

BAB III
BANTUANSOSIAJ..
Bagian Kesatu

Umum
Pasal22

(l) Realisasi hibah dicantumkan pada Japoran keuangan pemetintah daerab

dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang yang belurn dise.rahkan kepada penerima hibah

sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.

Pasal 21



(II Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (11
memenuhi kriteria paling sedikit:
a. seJektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali daJam keadaan

tertenru dapal berkelanjutan.dan
d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a diartikan

bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada caloo penerima yang
ditujukan untuk melindungi dan kemungkinan resiko sosial,

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

huruf b meupuu:
a. merniliki tdenutas yang jelas; dan
b. berdomisilt dalam wilayah administratif Pernerintah KOlaBima.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib

dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal24

(41 Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat. (21
berdasarkan usulan dan calon penerima dan/ atau atas usu Ian kepala PD.

(5) JumJah pagu usulan kepala PO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling

linggi 50"/0 (lima puluh persen) dan pagu bantuan sosial yang berdasarkan

usulan dari caJon penerima.
(6) Dalam bal usulan dari calon penerima bantuan lebih dari 10 (sepuluh)

usulan, kepala PD membantu membuat rekapan usulan yang ditujukan
kepada Walikota.

(7) Bantuan soeiat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saar penyusunan APSD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbutkan resiko sosial yang lebih besar
bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(S) Pagu alokasi anggaran yang tidal, dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (71tidak melebihi pagu alokasi anggaran
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



(I) Rehab.litasl soslal sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 24 ayat (6) huruf a
dirujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang

yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
seearawajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Paw 24 ayat (6) huruf b
ditujuken untuk rnencegah dan menangani resiko dar! guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangaungan hidupnya dapa! dipenuhi scauai dengan kebutuhan dasar
minimal,

(31 Pemberdayaall soslal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c
dltujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok maeyarakat yang

mengaJami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasamya.

(4) Jemlnan sosial sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 24 aya, (6) huruf d
merupakan skerna yang melembaga untuk menjaman penerima bantuan agar
dapsl memenuhi kebutuhan dasar hidupnY8 yang layak.

(5) Penanggulrutgan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 24 ayat (6)

huruf e rnerupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok rnasyarakat yang tidak mempunyai atau

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhl
kebutuhan yang isyak bagi kemanusiaan.

(6) Pcnanggulnngan bencana sebagaimana dimakaud dalam Pasal 24 ayar (6)
huruf rmerupakan serangkaian upaya yang dlrujukan untuk rehabilitasi.

Pasal25

(5) Keadaan tertenru dapat berkeJanjutan sebagaimana dimaksud pada ayar (I)
huru{ c dllutikan bahwa bantuan 908lal dapat dlberikan seuap tahun

ansgaran sampai penerima bantuan tetah lepes dan resiko sosiaI.
(6) Krilena seSUat tujuan penggunaan sebagaimana dunaksuo pada ayat III

huruf d bahwa tujuar, pemberian bantuan sossal meliputi:

a. tehabm'asi sosial:
b. perlindungan sosial:
c. pemberdayaan soeial;
d. jnrninan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan: dan
f. penanggulangan bencana,



(I) Bantuan sosial berupa uangatau barang dicanrurnkan dalam RKA-PD.

(2) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada aya! (II menjacli dasar penganggaran
bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Anggotajkelompok masyarakat menyampaikan usutan tertulis. kepada
Walikota.

(2) Walikota menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi

usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (II.
(3) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil

evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(5) Rekomendasi kepala PD dan pertimbangan TAPD sebaga1mana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencanruman alokasi anggaran

bantuan sosial daiam raneangan KUAdan PPAS.
(6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

meliputi anggaran bantuan sosiat berupa uang dan/atau barang.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 27

(11 Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh
pencrima bantuan sosial.

(21 Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah
uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi

anak misldn, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat
lanjut usia. terlantar, eaeat berat dan tunjangan keaehatan putra putri
pahlawan yang tidak rnampu, rumah singgah.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah

barang yang diberikan secara lang-sung kepada penerima seperti bantuan
kendaraan operasionat unluk sekolah Iuar biasa swasta dan masyarakat
tidak marnpu, bantuan peralatan untuk nelayan miskin, bantuan

makanarr/pakaian kepada yatim piatu/tuna soslal, bantuan ternak dan
sarana usaha bag! kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal26



(I) Pelaksanaan anggamn bantuan sosial berupa uang arau barang berdasarkan
atas DPA·PD.

(2) Walikota menetapkan daitar penerima dan besaran bantu an sosial dengan

keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan Walikota ten lang penjabaran APBD.

(3) PenyaJuran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pacta daftar
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (I). kecuali bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

(4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keJuarga
yang tidak dapat direncanakan sebelurnnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (21 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu
dan/ atau keluarga yang bersangkutan atau SOI'at keterangan dari pejabat
yang berwenang serta mendapat perserujuen Walikota setelah diverifikasi
oleh .PDterkait.

(5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pemba,yaran
langsung (LS).

Bagian Ketiga
Petaksanaan dan Penatausahaan

Pasal30

(1) Bantuan sosial berupa uang atau barang dianggarkan dalarn kelompok

belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang

diuraikan kedalam jenis belanja barong dan jasa, obyek belanja bantuan
sostai barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada pihak ketiga/rnasyarakat pada PD.

(2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada a,yat (1) meliputi:
a. individu dan/atau keJuarga.;
b. rnasyarakat; dan
c. lembaganon pemerintahan.

(31 Walikota mencantumkan daitar nama penerima, alamai penenma dan
besaran bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota
ini, sebagai bagian yang tjdak terpisahkan dad Peraturan Walikota ini.

Pasal 29



(1) Anggota/kelompok masyarakat mcnyampaikan pennohonan pencairan
bantuan sosial secara tertulis kepada kepala daerah dengan melampirkan

dokumen-dokumen antara lain :
1) Surat permohonan bantuan dana;

2} Proposal;
3) Keterangan tidak mampu;
4) Fotoeopy J(TP;

5) Fotocopy KK;

6) Rekening Bank;
7) Keterangan Kuliah untuk banruan pendidikan;

8) Kartu Haail Studi (bantuan pendidikan];
9) Kartu Tanda mahasiswa (bantu an pendidikan); dan
10) Keterangan Tidak memperoleh beasiswa dari kampus (bantuan

penctidikan).
(2) Kopala Oaerah menerirna permohonan bantuan sosial dan mendisposisi

permohonan bantuan sosial kepada PO tcrkait.
(3) Staf PO terkait menerima sural permohonan bantuan sosiat untuk dicatat

dan diregister pada Buku Surat Masuk proposal dan didisposisi oleh

Sekretaris PO terkait.
(4) Surat permohcnan pencairan yang telah didisposisi Sekretaris PD terkait

diajukan kepada Kepala PO terkait untuk mendapat persetujuan pencairan

Dana Ban tuan Sosial.
IS) Surat Permohonan yang telah mendapat persetujuan Kepala PO terkait akan

diteruskan kepada Bendahara PO terkait untuk dibuatkan Keputusan
Walikota Bima.

(6) Keputusan Walikota Bima yang telah ditandatangani menjadi dasar
Bendahara PO terkait Untuk membuat SPPjSPM untuk proses peocairan

ke Rekening Anggota Masyarakat.

Pasal31

(6) OaJam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan

Rp5.000.000,OO (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui

mekanisme tambah uang lTV).
17) Penyaluran dana bantuan eoeial kepada penerima bantuan sosial

sebagaimana dimakaud pada ayat {4}dilengkapi dengan kuitansi bukti
penerimaan uang bantuao soslal.



(I) Pertangguogjawaban pemenntah daerah atas pemberian baotuao sosial

melipud:
Q. usutan/permintaa» rertulis dari caJon penerima banruan SOS2al atau

surat keterangan dan pejabat yang berwenang kepada Walikora;
b. keputusan Walikota tentang penetapan daltar penerima bantuan sosia):

c. pakta intcgritas dan penerirna bantuan soeial Y{lng menyatakan bahwa
bantuan sosiat yang ditertma akao digunakan sesual dengan usulan; dan

d. Sural Periotah Pencairan Dana (SP2D).
(2) Penanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayal (I) buruf b dan

huro! c dikecualikan lerhadap banruan sosial bagi individu dan/arau
keluarga yang tidak dapat direncanakao sebelumnya.

Pasal 34

(I) Bantuan sosial berupa uang atau barang dieatat sebagat realisasi obyek
belaoja bantuan sosial pada jenis belanja barang dun [asa dalarn program
dan kegiatan pada PO rerkait.

(2) PD tcrkait membuat rekapitulasi pcoyaluran bantuan SOSlaI kepada iodividu

dan/atau kelu~ yang ddak dapal direncanakan sebelumoya paling

lambst umgg;alS Janua,; tahun anggarao berikumya.
(3) RekapituJasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima,

alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing
Individu dan/atau keluarga,

PasaJ 33

( 1) Penerima bantuan soaisl berupa uang menyarnpatkan Iupcran penggunaan

bantuan sosial kepada Walikota dengan rernbusan kepadn PD terkait.
(2) Untllk bantuan sosial kepada anggota masyarakat .idak rnarnpu dengan nilai

bantuan Rp. 3.000.000.- tldak wajib menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial.

SaPn Keempat
Pelaporan dan Penanggungjawaban

Pasal32



Pada saa t Peraturan Wallkota ini mulal berlaku, Peraruran Walikota Bima Nomor
64 Tahun 2019 tenrang Pedoman Pemberian Hlbah dan bantuan sosial yang
bersumbcr dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [Berita Daerah Kota

Bima Tahun 2019 Nomor 520). dicsbut dan dinyatakan tidak berlaku.

plr o/~

BABV
KETENTUANPENUTUP

PasaJ 38

Oalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud daJam Pasal 36
ayat (2) terdapat penggunaan blbab ,UaU banruan sostal yang tidsk sesuat
deugan usulan yang Lelah dlscLujui. penertma bibah ateu bantuan sosial yang

bersangkutan dikenakan sank$i sesuai dengan peraruran perundang-undangan.

Pasal 37

(I) PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pernberian hibah dan
bantu an sosial.

(2) Hasil monitoring dan evatuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
disampaikan kepada lI'allkota.

BABIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

(I) Penerima bantuan 80sial bertanggung jawab secara formal dan material alas

penggunaan bantuan scs.a! yang diterimanya,
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosiat mettputt:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerimn bantuan sosial:
b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sail sesuai peraturan

perundangundangan basi penerima bantuan 808ial berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang bagi pencrima bantuan sosial berupa
barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a dan

huruf b disampaikan kcpada WaJikota paling lambat tanggal 10 bulan
Janus'; tabun anggnran berikumya, kecuali dltentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban eebagaimene dimaksud pada ayat (2) buruf b disimpan
dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selsku obyek pemeriksaan.

Pasal35



MUKHTAR

SERITA DAERAH KOTA SIMA TAHUN 2021 NOMOR ..~~p..

Diundangkan di Kota Sima
pada tanggaJ 4 y..u.n 202 J

SEKRETARIS OAERAH KOTA SIMA,

Nl'ifUHAMMAD )"UTF'I

f'WAUKOTA SIMA, .v

~

Ditetapkan eli kees Sima

pada tanggal '\ J"....., 202 J

Peraturan Wlllikota ini mulai berlaku pado tnnggaJ diundangknn,

Agar setiap orang mengetabuinya, mernertntahkan pengundangan Peraturan
Walikota inidengan penempatannya dalam Bents. Daerah Kots. Sima.

PaaaJ 39



/VMUHAMJVIAD LUTFI

rVALIKOTA SIMA, ..v'

U-r"

NO Natna Penerima Alamar Penerima Jumlah (Rp)

1.

2.

3.

4.

5.

dst

DAF'l'AR NAMAPENERTMA, ALAMATDAN BESARMI ALOI<ASIHlBAH

LAMPlRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 4 TAHUN 202J

TENTANG'
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BMITUAN SOSIAL YMIO BERSUMBER DAR!
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH Dr KOTA SIMA



A--MUHAMMAO LUfFI

(AUKDTA SIMA. (/"

W

NO Nama Penerima Alamat Penerima Jumlah (Rp)

I.

2.

3

4.

5.

>-.Idst

DAF1'AR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALeKASI BANTUAN

SOSIAL

tAMPIRAN IV
PERJ>,'I'\}AANWAURO"" SIMA

NOMOR 1\ TAHUN '20'2\

'l'i:NTANO
PEDOMAN PEll'lBERIAN HIS"H DAN BJ\N'I'\}AN
SOSIAL YANO BERSUMBER DARI ."'NOOP-RAN
Pr,:NDAPATANDAN 6ELANJA DAERAH 01

KOTA BIMA



f'VM1JH;\~fMAD LUTFJ

(Nama Lengkap)

Penerimabantuan keuangan
2021KOla Bima.

Oemiklan Laporan renlisasi inl karni buat alas perhatian dan kerjasama kami
sampalkan rerirna kaslh.

NO Jenis Pengeluaran Jenis Volume Realisasi (Rp) KeL 1
Kcgiatan Kegiatan

I

SALDO

sehubungan dengan telah diterirnanya banruan keuangan dari Pemerintah Kola
Bima, dengan Ini kami sampaikan Laporan reahsasi Pertanggungiawaban
penerimaan bantuan keuangan sebagai berikut :

LAPORAIi REALISASI BANTUAH KEVAHGAN

I,.AMPlRAJIi III
PERATUiW'l WAUKOTA BIMA

NOMOR A. 11\1-\\11'1202\

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIB/\H DAN
Bi\NTUAN SOSw. YANG BERS\1MBER DARI
ANGGI\RAN PENDAPATAN DAN BELANJA
OAERAH 01 KOTA BIMA



BABI

TUJUAN DAN BESARAN

Psoalt

Pembe~an Hibah kepada (Pene~ma Hibah) bertu)uan untuk monunjang pancapalan Sasaran

program can keglstan Pemenntah KOla (lima daJambentuk kegl," art (."."."." ......." ..........).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dis.but PARA PIHAK masing-mosing

dalam kedudukannya tersebut di alas. sepekat untu.k mengadakan Perjanjian Pemberian Hibah

dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagBi berikut :

2. Nama Ketua Penerima Hibah

: Walikota Bima. yang belltedudukan di JolanScekamc
Hatta Raba Bima, dalsm hal rn-jbertindak untul( dan
atas nama Pemerintah Kota Sima selanjutnya disebut

PIHAK KESATU

: Ketua (Po.orima Hibah) yang belltodudukan df (nama

jolan Ifngkungan rt rw kel). dalam hal inf bertlndak

untuk dan atas nama penerima Hibah. selanjutnya
disabul PIHAK KEDUA

1. Nama Pemberi Hiba_h

Pads hari i-ni, tanggal " butan tahun dua ribu dua puluh 58tU. kem;
yang benanda tangan dibawah ln! :

NASKAH PERJANJIAN HlBAH DAERAH
ANTARA

PEMERINTAH KOTA SIMA

DENGAN

ORGANISASI PENERIMA HIBAH

NOMOR : (NOSural Pemertntah Kola Bima)

NOMOR ; (No. SuratOrganisasi Penenma Hibah)

Logo Pemkctlogo Lembaga

LAMPIRAN n
P€RATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 1\ TAHUN 2021

1'ENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HISAH DAN BANTUAN

SOSIAL YANG SERSUMBER DARI ANGGAR....N

PENDAPATAN DAN BEI-ANJA OAERAH DI

KOTA SIMA



......._ ---.- -.--_ .......•.._ _ - -._ _ _ ,

.......................... _._ - - _ •.........(2)

(3)

KEDUA pede PT. Bank NTB Sy.n.h .. bang Blma nomor rekening , atas

nama .,_. .

.......... sebesar Rp. ,,, ,. ( , ) melalui rekening PIHAK

(1) F'onyaluran Hibeh berupa uong dilokukan melalu, peminclahbukuan dan Rek"'ng Kas

Umum D_ KOla B<ma ke Rek... ng F'IHAK KEDUA yang dilakuk.. dengan cara

pembay.r.n ...." (.......) lahap yahu lanap ......... seeesar Rp......... ,,' (.........) dan taltap

BABIV

TATACARA F'ENYALURANDAN PElAF'ORAN

Pasal S

TIIII Co,. F'enyaluran

b. . " ,......•................ ,., " ,.,....•. _•..... , .
a. ., _ _ ".., ,.••................

(4) Kewa)lbanPIHAK KEDUA

..................................................... _ .
(3) K_ban PIHAK KESATU :

b

......................................................... •............ -.-
(2) Hak PIHAK KEDUA :.. .

b, ••...••••........•...........•................. _•.•...•. , ,." ,.•,.............••....... ",., •••.••.....• , .

a. . _ "" , ,..,.,.
(1) Hak PIHAK KESATU:

BAS III
HAK DAN KEWAJIBAN F'ARAPIHAK

Pasal4

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal3

Ruang lingkup Pembelian Hilla" Kepeda (pombo. "iba") me6puti opera""n.1 dan kegiatan

(pemben hibeh)

1'00812
F'IHAK KESATU membenkan Hibah befUpa uang kepada F'IHAK KEOUA deng.. nllai sebesar

Rp. ..' ( """" } dengan nnaan penggunaan sesuaI proposal
renc:ana kegialal\.



fvMUHAMMAO LUTPI

rAUKOTA BIM....A/

W

(No"", t.npo floIor)(Namatan""~.r)

PIHAK KESATUPIHAKKEDUA

............................................... _.._ _ _ .

BABVIII
Pasall0
PENUTUP

................................................................................... _ _ , .

BAB VII

PasaI9
KETENTUAN lAIN-LAIN

............................................................... , " ........•......

BABVI
Pasal8

SANKSI- SANKSI

...... . _ _ ......••.....-,._ _ ..
............................................. __ •........... _ _ __ ••.............._.(I)

(2)

BABV
Pas.17

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

-.__ ._ _ •............(I)

(2) _ ,.,.., _ ,.....•_ .

Pasal6
Tat. car. Pelapomn
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